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ABSTRAK

Hafidz Hamdani, 19220099, 2026, Pembatalan sepihak dalam metode
pembayaran COD cek dulu pada platform marketplace Shopee
perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen dan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-
MUI/XI11/2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah
(studi di Shopee Express Malang), skripsi, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, pembimbing skripsi: Prof. Dr. Khoirul Hidayah,
S.H., MH

Kata Kunci: Pembatalan Sepihak; Perlindungan Konsumen; social commerce
Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan Sepihak dalam transaksi

jual beli pada marketplace Shopee dengan metode pembayaran COD cek dulu, yang

mana masih banyak persolan antara penjual dan pembeli yang tidak memperhatikan
hak masing -masing, Praktik tersebut menimbulkan potensi kerugian bagi penjual
yang telah mengirimkan barang

Penelitian ini berfokus pada bentuk transaksi pada marketplace Shopee
dengan metode COD cek dulu dan perlindungan hukum bagi penjual yang
dirugikan dalam transaksi pada aplikasi Shopee. yang bertujuan untuk melindungi
hak-hak penjual dan konsumen serta bagaimana implementasi perlindungan
tersebut diintegrasikan dengan perspektif Undang-undang perlindungan konsumen
dan fatwa DSN MUI dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara dan
dokumentasi, ditemukan jual beli metode COD cek dulu pada platform marketplace
shopee belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah maupun ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu di antaranya
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Diperlukan penguatan regulasi turunan (baik dari pemerintah maupun
kebijakan internal Shopee) yang secara spesifik mengatur kewajiban itikad baik
konsumen dalam transaksi COD, mekanisme verifikasi identitas pembeli, serta
sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pembatalan sepihak agar
perlindungan hukum berjalan seimbang bagi kedua belah pihak (konsumen dan
pelaku usaha), bukan hanya berat ke salah satu sisiTerkait hak pembeli seharusnya
mengikuti hak-hak yang telah diberikan

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 Pembatalan karena
ketidaksesuaian barang, penggunaan hak Kkhiyar yang sah dan sesuai
syariah.Pembatalan sepihak tanpa alasan syar'i setelah akad sempurna berpotensi
melanggar prinsip kemengikatan akad (lazim al-'agd), menimbulkan kerugian
sepihak, dan bertentangan dengan asas keadilan & kerelaan (an-taradin) yang
menjadi fondasi fatwa ini.
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ABSTRACT

Hafidz Hamdani, 19220099, 2026, Unilateral Cancellation in the *Check
First™ COD Payment Method on the Shopee Marketplace Platform
(A Study at Shopee Express Malang) from the Perspective of Law
Number 8 of 1999 on Consumer Protection and DSN-MUI Fatwa No.
144/DSN-MUI/X11/2021 on Sharia-Based Marketplaces (A Study at
Shopee Express Malang), Undergraduate Thesis, Department of Islamic
Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,
M.H.

Keywords: Unilateral Cancellation; Consumer Protection; Social Commerce

This study examines unilateral cancellation in buying and selling
transactions on the Shopee marketplace using the "check first" Cash on Delivery
(COD) payment method, in which numerous issues persist between sellers and
buyers who fail to respect each other's rights. This practice creates potential losses
for sellers who have already shipped their goods.

The research focuses on the form of transactions on the Shopee marketplace
using the "check first" COD method and the legal protection available to sellers
who suffer losses in transactions on the Shopee application. It aims to identify how
the rights of both sellers and consumers are protected, and how such protection is
implemented in light of the Consumer Protection Law and the DSN-MUI fatwa.
The research method used is empirical-juridical with a sociology-of-law approach.

Based on findings obtained through interviews and documentation, it was
found that buying and selling using the "check first" COD method on the Shopee
marketplace platform has not yet fully implemented sharia principles or the
prevailing statutory provisions in Indonesia, one of which is Law Number 8 of 1999
on Consumer Protection.

There is a need to strengthen derivative regulations (both from the
government and from Shopee's internal policies) that specifically govern
consumers' obligation to act in good faith in COD transactions, mechanisms for
verifying buyer identity, and stricter and more consistent sanctions against
unilateral cancellation so that legal protection is balanced for both parties
(consumers and business actors), rather than favoring only one side. Regarding
buyers' rights, these should remain aligned with the rights already granted to them.
Viewed from the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 144/2021,
cancellation due to non-conforming goods constitutes a legitimate and sharia-
compliant exercise of the khiyar (option to cancel) right. However, unilateral
cancellation without a syar'i (sharia-justified) reason after the contract (akad) has
been perfected has the potential to violate the principle of contractual bindingness
(lazim al-'aqd), cause one-sided harm, and contradict the principles of justice and
mutual consent (an-taradin) that form the foundation of this fatwa.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi dan elektronik berkembang begitu pesat
menyebabkan pembaharuan kehidupan sosial, ekonomi budaya dan penegakkan
hukum, penggunaan teknologi informasi dan elektronik juga berperan penting
terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Salah satu bentuk bentuk perkembangan teknologi dan informasi
adalah dibuktikan dengan kegiatan perdagangan dengan pemanfaatan internet salah
satunya dapat ditemukan dalam jual beli pada Marketplace

Marketplace merupakan merupakan suatu sistem informasi dimana pembeli
dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan
mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik.
Marketplace dapat memberikan peluang untuk melakukan bisnis dan melaksanakan
transaksi melalui saluran elektronik, biasanya pada platform yang berbasiskan
internet! Salah satu platform marketplace yang banyak digunakan masyrakat di
Indonesia adalah shopee karena banyak menawarkan promo dan kemudahan dalam
dalam berbelanja.

Kemudahan berbelanja juga diimbangi dengan perkembangan metode
pembayaran, metode pembayaran yang tersedia pada platform shopee diantaranya
melalui kartu kredit, kartu debit, dompet elektronik, paylater, COD bayar ditempat

dan metode pembayaran terbaru yang ditawarkan shopee yaitu COD cek dulu.

! Robert Marco dan Bernadheta Tyas, “Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil
Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan,” Jurnal Ilmiah DASI 18, no. 2 (2017): 49.



Mekanisme Cash on Delivery yang memiliki beberapa keunggulan sehingga
metode pembayaran ini banyak dipilih oleh masyarakat Pembayaran COD adalah
pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang sudah sampai dirumah.
Pembayaran COD banyak digunakan oleh konsumen karena dianggap mampu
untuk menghindari tindak penipuan yangdilakukan oleh penjual. Dengan
pembayaran COD konsumen tidak merasa khawatir jika barang tidak dikirim atau
semacamnya karena yang terpenting belum mengeluarkan uang untuk membayar.
Terlebih baru-baru ini shopee menawarkan fitur pembayaran terbaru yaitu shopee
“COD cek dulu” sehingga konsumen tidak merasa khawatir jika barang tidak
dikirim atau semacamnya karena yang terpenting belum mengeluarkan uang untuk
membayar. Namun dibalik banyaknya keunggulan pembayaran “cod cek dulu”
muncul permasalahan baru yang dihadapi oleh penjual Semakin maraknya
penggunaan sistem pembayaran COD sistem pembayaran tersebut perlu diteliti dan
ditelaah mengenai permasalahan-permasalahan atau ketidakpastian hukum yang
mungkin terjadi dalam penggunaanya

Pembatalan sepihak menimbulkan konsekuensi bagi penjual dan jasa kurir.
Kerugian yang dialami penjual disebabkan adanya itikad tidak baik dari konsumen
yang tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan transaksi. Kerugian
timbul juga dari ekspsedisi barang yang tidak amanah dalam melaksanakan
tugasnya, namun rasio kerugian dan kejadian tidak sesering resiko yang diakibatkan
oleh itikad tidak baik konsumen. Tindakan tersebut merugikan penjual karena tidak

ada pendapatan yang seharusnya didapatkan dari penjualan barang yang dipesan



oleh konsumen. Konsekuensi yang muncul adalah beberapa kerugian diantaranya
kerugian imateril dam kerugian materil.

Jika terjadi pembatalan transaksi dalam sistem “COD cek dulu” akan
menimbulkan kekecewaan dan kerugian yang dirasakan oleh penjual karna sudah
mengeluarkan tenaga dan waktu untuk menyiapkan barang dan packing barang dan
merasa barangnya akan terjual lagi dan kembali mendapat keuntungan yang
selanjutnya bisa diputar namun pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli karena
Tindakan tersebut merugikan penjual karena tidak ada pendapatan yang seharusnya
didapatkan dari penjualan barang yang dipesan oleh konsumen.

Sistem pembayaran “COD cek dulu” memang banyak memberikan
kemudahan dalam berbelanja bagi pembeli dan pembeli juga bisa langsung bisa
membatalkan transaksi jika barang yang di pesan tidak sesuai atau terjadi kerusakan
barang saat diterima pembeli. namun pembatalan sepihak oleh pembeli ini akan
merugikan penjual karena ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli ini terjadi
bukan hanya kesalahan dari penjual tetapi banyak faktor yang mempengaruhi
diantaranya kelalaian dari pihak jasa kirim yang mengakibatkan rusaknya barang
yang di pesan oleh pembeli atau terjadi keterlambatan pengiriman yang
mengakibatkan kondisi barang yang di pesan kurang baik atau kurang telitinya
pembeli ketika membaca deskripsi sehingga barang yang diterima tidak sesuai yang
diinginkan pembeli

Dalam prakteknya, COD ini muncul berbagai permasalahan. Penjual dan
konsumen secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan untuk sama-sama

melakukan kewajiban. Namun, seringkali banyak yang mengabaikannya. Siapapun



orang berhak atas segala pejanjian atau perikatan. Hak atas kebebasan berkontrak
ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan pada asas kebebasan
berkontrak, para pihak bebas membuat perjanjian.

Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua persetujuan yang
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam
perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi
itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan
demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian tukar tambah benda bergerak jenis
kendaraan apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka
perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta
norma-norma hukum yang berlaku.

Namun karena faktor inilah terhadap permasalahan baru yang dihadapi oleh
penjual. Permasalahan yang dihadapi bukanlah permasalahan sepele namun lebih
kepada membentuk hubungan yang positif antara semua pihak dengan memberikan
kesadaran terkait pentingnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen
telah dimulai dengan dibentukanya UU yang mengatur terkait hak dan kewajiban
konsumen. Serta hak dan kewajiban penjual untuk memenuhi hak konsumen
dengan cara memberikan produk yang berkualitas, mementingkan keamanan dan
kenyamanan konsumen dan melakukan kegiatan produksi maupun penjual sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan

Sampai saat ini tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang cash on

delivery termasuk ketika terjadi pembatalan transaksi. Ketika ada pihak konsumen



yang melakukan pembatalan transaksi tidak dapat dikenakan sanksi karna belum

ada aturan yang mengikat. dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Penjual, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam

mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad

tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Namun,baik dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan penjual tidak

mengatur secara detail terkait pembatalan transaksi dan sanksi apabila konsumen

membatalkan transaksi secara sepihak apalagi sampai saat ini belum ada aturan
yang secara spesifik membahas tentang COD, akibatnya pelaku usaha sering
mengalami kerugian. menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara penjual dan

Shopee dibuat secara sepihak oleh Shopee.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis mendapatkan beberapa
pembahasan dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana persoalan hukum pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli pada
platform shopee dengan metode pembayaran “COD cek dulu”?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual
beli pada platform shopee dengan metode pembayaran “COD cek dulu” pada
Shopee Express perspektif Undang - undang nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen dan DAN Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-

MUI/X11/2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis
berkeinginan untuk memberikan solusi mengenai perlindungan hukum pada setiap
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Metode Pembayaran “COD Cek Dulu” Pada
platform Markeplace dengan merumuskan beberapa isu permasalahan.

Pertama, berkaitan dengan persoalan hukum yang terjadi dalam transaksi
jual beli pada platform shopee dengan metode pembayaran “COD cek dulu”,
sehingga dapat diketahui pihak siapa saja yang akan terlibat dalam mekanisme
tersebut dan berbagai macam persoalan hukum yang dapat terjadi. Kedua, berkaitan
dengan urgensi perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya bagi
pihak penjual dan pembeli yang seringkali menjadi korban atas kekosongan hukum
pada permasalahan ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas
mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pembeli dalam jual beli
online dengan metode metode pembayaran “COD cek dulu” yang penting untuk
diketahui demi terwujudnya jual beli online yang tidak merugikan salah satu pihak.
E. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian
ini, perlu dijelaskan beberapa poin yang mungkin akan menimbulkan perbedaan
dalam pemahaman, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang
digunakan di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pembatalan sepihak



pembatalan sepihak (unilateral cancellation) adalah tindakan
mengakhiri atau membatalkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah
satu pihak saja, tanpa persetujuan atau kesepakatan dari pihak lainnya
yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan
prinsip dasar hukum perjanjian yang menghendaki adanya kesepakatan
kedua belah pihak, baik dalam membuat maupun mengakhiri suatu
perikatan.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
(asas pacta sunt servanda). Konsekuensinya, suatu perjanjian seharusnya
hanya dapat ditarik kembali atau dibatalkan atas kesepakatan kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Metode pembayaran “COD cek dulu”

Sistem COD dapat diartikan sebagai metode bisnis, di mana
perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil
pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang diserahkan kepada
pelanggan.?

Sistem transaksi “COD cek dulu” adalah pembayaran yang
dilakukan secara tunai saat barang sudah sampai dirumah, dan sebelum
pembayaran diserahkan kepada kurir pengantar barang pembeli bisa
melakukan pengecekan terlebih dahulu barang yang sudah dipesan

apakah sesuai atau tidak jika sudah sesuai maka pembayaran bisa

2Pengertian Cash on Delivery (COD) dari Cambridge Business English Dictionary.



langsung diserahkan kepada kurir, tetapi jika barang yang dipesan ketika
di cek tidak sesuai maka barang bisa dikembalikan kepada penjual dengan
syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace
Shopee
. Platform marketplace shopee

Shopee merupakan aplikasi belanja berbasis online yang menjual
beraneka macam produk, mulai dari fashion, peralatan rumah tangga,
produk kecantikan, hingga peralatan elektronik sehingga masyarakat
yang ingin berbelanja melalui Shopee tidak perlu untuk mengelilingi
beberapa toko/pasar
. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia adalah
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pada dasarnya, perlindungan
hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif.

perlindungan hukum preventif diartikan pencegahan, yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adapun perlindungan
hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah

muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan



perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dapat memberikan kemudahan dala memahami
skripsi ini serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar.
Untuk itu skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab,
yaitu:
1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri
dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman
motto, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar
tabel, maupun daftar gambar.
2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yaitu Bab | Pendahuluan, Bab
Il Tinjauan Pustaka, Bab 111 Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan
Pembahasan, dan Bab V Penutup.

Bab | Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang dirumuskan ke dalam
rumusan masalah guna mencapai tujuan penelitian yang bermanfaat bagi pihak
yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, disajikan definisi operasional untuk
mempermudah pemahaman terhadap makna variable-variabel yang digunakan.
Sistematika pembahasan juga disusun untuk memberikan Gambaran singkat

mengenai keseluruhan isi penelitian.



Bab Il Tinjauan Pustaka
Bab ini memuat penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep yang
relevan dengan topik penelitian. Selain itu, disajikan penelitian terdahulu
sebagai referensi dan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta
kerangka teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.
Bab 111 Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan,
sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang
diterapkan dalam penelitian ini.
Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan
Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis untuk menjawab
rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I, khususnya mengenai
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jual Beli Barang Preloved
Bab V Penutup
Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang

dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang sudah
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang mempunyai keterkaitan dengan
permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung
penelitian dan juga penguat dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, yang
kemudian digunakan untuk menghindari bentuk plagiasi, repetisi, dan duplikasi.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian

ini:

1. Nanda Latansa Maftukulhuda (2021), dalam penelitian yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash
On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online
Shopee Skinbae.ld) Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
menyimpulkan bahwasanya iktikad baik sebagai bentuk kewajiban pelaku usaha
pada Marketplace Shopee (Skinbae.ld) telah ditunaikan.

namun adanya ketimpangan dari pembeli yang melakukan pembatalan
secara sepihak sehingga pihak Skinbae.ld tidak mendapatkan haknya berupa
pembayaran atas barang. Dalam hal ini, menurut KHES menyatakan apabila
adanya resiko yang diakibatkan oleh pembeli. maka pihak penjual harus

menanggung resikonya. Maka dari itu, untuk menghindari hal demikian,
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diharapkan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak agar tujuan dari jual-beli
dapat tercapai yaitu ta “awun yang didasari asas an-tarodhin.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada Fokus penelitian

dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan
konsumen terhadap seller Shopee yang menerapkan sistem pembayaran COD
dengan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Penulis membahas metode pembayaran
terbaru yang ditawarkan oleh shopee yaiu pembayaran “COD cek dulu” dan
permasalahan permasalahan baru yang muncul serta berfokus pada perlindungan
bagi penjual jika terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli.
Arleani Firizki Rimanadi (2022), dengan judul Skripsi “PEMBATALAN
SEPIHAK OLEH CUSTOMER SHOPEE DALAM TRANSAKSI CASH ON
DELIVERY (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH) °.
skripsi ini membahas tentang Bagaimana praktik transaksi cash on delivery pada
e-commerce Shopee dan Bagaimana praktik dan akibat pembatalan sepihak oleh
customer Shopee dalam transaksi cash on delivery serta membahas perspektif
hukum positif dan fikin muamalah terhadap pembatalan sepihak oleh customer
Shopee dalam transaksi cash on delivery.?

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis membahas
permasalahan tentang persoalan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli

pada platform shopee dengan metode pembayaran “COD cek dulu”, dimana

3 Bustami Shidgi, ‘Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa Atas Jaminan Produk Halal’
(UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022).
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barang dicek terlebih dahulu oleh pembeli jika barang yang dipesan tidak sesuai
bisa dibatalkan oleh pembeli dan barang akan dikembalikan kepada penjual yang
tentunya akan menimbulkan kerugian bagi penjual dan akan dibahas bagaimana
perlindungan hukum bagi penjual.

Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto (2021) dengan judul
URGENSI PENYERAGAMAN KEBIJAKAN COD PADA MARKETPLACE
INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM penelitian
ini membahas adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan mekanisme
COD pada marketplace di Indonesia. Sehingga mengakibatkan tidak adanya
penyeregaman kebijakan mekanisme COD di Indonesia. Yang mengakibatkan
problematika pada perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam
marketplace, khususnya bagi pihak yang terlibat. penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif.*

Perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada fokus penelitian,
dimana penelitian sebelumnya membahas penyeragaman kebijakan mekanisme
COD di Indonesia dan Urgensi perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat
pada marketplace dengan sistem COD. Sedangkan pada penelitian penulis
membahas persoalan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli pada platform
shopee dengan metode pembayaran “COD cek dulu.”

4. Nafa Sofiyana Reza (2020) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap

Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On

* Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto, “URGENSI PENYERAGAMAN KEBIJAKAN
COD PADA MARKETPLACE INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM”,
jurnal hukum,Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 2021.
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Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia. penelitian ini membahas perlindungan
hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli online metode
pembayaran Cash On Delivery (COD).

dengan hasil penelitian bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam
jual beli online metode pembayaran Cash On Delivery (COD) termasuk
hubungan hukum bersegi dua karena kedua belah pihak saling memberikan dan
meminta sesuatu. Kedua, secara perlindungan hukum yang didapatkan pelaku
usaha menggunakan akibat hukum jika ingkar janji yaitu Pasal 1266 KUH
Perdata tentang pembatalan perjanjian.®

Berbeda dengan penelitian penulis pada penelitian sebelumnya
membahas tentang konsumen yang dirugikan oleh PT Shopee atas tindakan
pembatalan sepihak. Sedangkan pada penelitian penulis membahas persoalan
hukum penjual/seller yang dirugikan oleh pembeli/customer atas pembatalan
sepihak dalam transaksi metode terbaru yang ditawarkan oleh shopee yaitu cash
on delivery “(COD) cek dulu”.
Sylva Dhia Saifana, Istikomah (2021), dengan judul artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM SISTEM
JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) ( Studi kasus perspektif hukum
islam). hasil dari artikel penelitian ini dijelaskan dalam hukum ekonomi syariah
sistem cash on delivery pada dasarnya dibolehkan karna telah sesuai dengan

syarat dan rukun dalam proses jual beli secara online.

° Nafa Sofiyana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online
Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia.”, SKripsi,
(Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 2020)
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Praktik pembatalan transaksi dalam sistem cash on delivery pada

dasarnya tidak dibolehkan, karna tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan

salah pihak yang melakukan praktik jual beli kecuali pihak yang dirugikan ridho

atas pembatalan yang dilakukan secara sepihak maka itu dibolehkan.®

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis membahas tentang

persoalan hukum yang muncul dalam metode pembayaran “COD cek dulu”

dengan obyek penelitian di shopee exprees malang sedangkan dalam artikel ini

fokus pada perspektif hukum ekonomi

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
No JUDUL PENULIS PERSAMAAN | PERBEDAAN
1 | Perlindungan Hukum | Nanda Persamaan dari | Perbedaan
Terhadap Seller | Latansa penelitian  ini | dengan
Shopee Dalam | Maftukulhuda | terletak  pada | penelitian
Praktik Pembayaran objek yang | penulis dengan
Cash  On Delivery akan  diteliti | penelitian
(COD) Perspektif yaitu Shopee sebelumnya
Undang-Undang adalah fokus
Perlindungan penelitiannya,
Konsumen Dan penelitian
Kompilasi  Hukum sebelumnya
Ekonomi Syariah menggunakan
(KHES) (Studi Kasus perspektif
Di  Toko Online Undang -
Shopee Skinbae.ld) Undang
konsumen dan
KHES
sedangkan

penulis berfokus
pada persoalan-
persoalan yang
muncul  pada

®Sylva Dhia Saifana, Istikomah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM
SISTEM JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) ( Studi kasus perspektif hukum islam)”, Artikel
Hukum,(Jember Mahasiswa Program Studi Ekonomi SyariahUniversitas Muhammadiyah Jember,

2021)
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metode

pembayaran
“COD cek dulu”
dan upaya
penyelesainnya
PEMBATALAN Arleani Persamaan dari | Perbedaannya
SEPIHAK OLEH | Firizki penelitian  ini | terletak  pada
CUSTOMER Rimanadi terletak  pada | metode
SHOPEE DALAM objek yang | pembayarannya
TRANSAKSI CASH akan  diteliti | dalam penelitian
ON DELIVERY yaitu Shopee sebelumnya
(PERSPEKTIF yang  dibahas
HUKUM  POSITIF metode
DAN FIKIH pembayaran
MUAMALAH) COD sedangkan
yang  dibahas
oleh penulis
adalah  metode
terbaru dari
marketplace
Shopee  vaitu
“COD cek dulu”
URGENSI Grace Evelyn | Persamaan dari | Perbedaan dari
PENYERAGAMAN | Pardede dan | penelitian ini | penelitian  ini
KEBIJAKAN COD | Ferdinand yaitu memiliki | adalah
PADA Sujanto tujuan penelitian
MARKETPLACE penelitian yang | penulis berfokus
INDONESIA DEMI sama yaitu | pada objek
MEWUJUDKAN untuk marketplace
PERLINDUNGAN mewujudkan Shopee dengan
HUKUM perlindungan metode
hukum bagi | pembayaran
penjual dan | terbaru  vyaitu
pembeli dalam | “COD cek dulu”
metode
pembayaran
COD
Perlindungan Hukum | Nafa Persamaan dari | Perbedaan dari
Terhadap Pelaku | Sofiyana penelitian  ini | penelitian  ini
Usaha Dalam Jual | Reza terletak  pada | adalah peneliti
Beli Online Dengan objek yang | melakukan
Metode Pembayaran akan  diteliti | penelitian
Cash On Delivery yaitu Shopee. | secara langsung
(COD) di PT. Shopee pada shopee

Indonesia.

exspress malang
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sebagai jasa
Kirim
5 | Perlindungan Hukum | Sylva  Dhia | Persamaan dari | Perbedaan
Terhadap Pelaku | Saifana, penelitian  ini | penelitian ~ini
Usaha Dalam Jual | Istikomah terletak pada | adalah  fokus
Beli Online Dengan objek yang | penelitianya,
Metode Pembayaran akan diteliti | pada penelitian
Cash On yaitu Shopee sebelumnya
hanya berfokus
pada
perlindungan
hukum terhadap
pelaku  usaha
sedangkan

penulis berfokus
pada persoalan-
persoalan
hukum
muncul
metode
pembayaran
“COD cek dulu”

yang
pada

Penelitian ini memiliki keterbaruan dibandingkan dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembayaran COD . Berbeda dengan

penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada metode pembayaran COD

penelitian ini mengkaji aspek baru,

metode pembayaran terbaru dampak

perkembangan teknologi terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian

ini menggunakan pendekatan sosio-legal

b. Kerangka teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum, baik berupa

perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak

tertulis, dalam rangka menegakkan ketentuan hukum.

Beberapa definisi dari para ahli yang sering dikutip:
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Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi
manusia (kekuasaan) kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya
tersebut.

CST Kansil memandang perlindungan hukum sebagai berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa
aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun.’

2. Fatwa DSN MUI

Fatwa secara bahasa berarti jawaban atas suatu permasalahan atau
pendapat yang dikemukakan oleh seorang mufti (ahli figh) atas pertanyaan yang
diajukan. Secara istilah, fatwa adalah penjelasan hukum syara' atas suatu
persoalan yang diberikan oleh seseorang/lembaga yang berkompeten (mufti)
kepada peminta fatwa (mustafti), baik diminta maupun tidak.

DSN-MUI dibentuk MUI tahun 1999 sebagali respons atas pertumbuhan
lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, agar ada satu otoritas fatwa
terpusat (sebelumnya fatwa ekonomi syariah tersebar di komisi-komisi
daerah/berbagai ulama).

DSN-MUI adalah bagian dari MUI, namun secara fungsi otonom
mengurusi bidang ekonomi/keuangan syariah.Berperan sebagai single authority

fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Di tiap lembaga keuangan syariah ada

" C.S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
him. 102.
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat atas rekomendasi DSN-MUI,
bertugas mengawasi kepatuhan operasional terhadap fatwa.
3. Perjanjian dalam jual beli online

Jual beli diatur dalam buku 111 KUHPerdata, bab ke V tentang jual beli.
Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
dijanjikan.®

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur
esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”. Harga pembelian
harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUH Perdata), sedang
barang merupakan obyek dari perjanjian jual beli, menurut pasal 1333 KUH
Perdata, objek perjanjian harus hal tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1334 (1) KUH Perdata, objek perjanjian
yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Misalnya
jual beli satuan rumah susun yang belum selesai dibangun.®

4. Hubungan hukum

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi diantara dua

subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan

dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hak dan kewajiban timbul karena

8 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
him.356
° Djaja S. Meliala, Hukum Perjanjian Khusus (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), him.3.
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adanya peristiwa yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum mempunyai tiga
unsur, yaitu :
a. adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan
b. adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban
c. adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau
adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan®
5. Persoalan hukum
Menurut Sajipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum
menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan
perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.!! Sesuai dengan fungsi hukum,
menurut Theo Huijbers bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan
umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan
dalam hidup bersama.'?
6. Landasan hukum jual beli online
Dalam KUHPerdata jual beli diatur dalam Buku 111, tepatnya pada BAB
V pasal 1457 sampai pasal 1540 tentang jual beli. Menurut definisinya jual beli
adalah perikatan, berarti perikatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313

KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang

19 Yunasril Ali, Dasar-Dasar llmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him.84-85.

11 Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, (Jakarta: Kencana,2017), him.277.

12 |shag, Dasar-Dasar llmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him.12.
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atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*® Selain dalam

KUHPerdata, jual beli online juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi

elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*

a.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai pengguna
dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu®®
sedangkan pengertian menurut undang-undang Perlindungan Konsumen di
atas adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan'® berdasarkan
pengertian di atas, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap
orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa sebab yang memakai
menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk
kepentingan sendiri keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain tidak
bisa tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dengan

jelas mempunyai tujuan:

13 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

him.328

14 Republik Indonesia, Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik, bab 1, pasal 1, angka 2
15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

16 1bid
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Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi
diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.

Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan konsumen.

Untuk itu Undang-Undang perlu mengatur kepentingan
produsen/pelaku usaha dengan konsumen, yaitu dengan mengatur tentang
hak dan kewajiban konsumen.’

Hak dan kewajiban konsumen

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya

mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga

hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari pelaku usaha. Namun, kelihatan bahwa hak

7 1bid
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yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam Pasal 4) lebih banyak
dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat dalam Pasal 6), dan kewajiban
pelaku usaha (dalam Pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat
dalam Pasal 5).

Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan
oleh Undang-undang yang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu
negara untuk kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping
sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi
yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena
pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak
konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara

patut;
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6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak seba- gaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa
masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang
paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam
masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam
penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/ atau jasa
yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan
jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk
didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi

sampai ganti rugi.
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Hak-hak dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas merupakan
penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27
ayat (2) 47 dan Pasal 3348 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran
yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak
asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia
dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.
Kewajiban konsumen
Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 UUPK, adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut.®

Secara umum dan mendasar hubungan produsen (pelaku usaha) dengan
konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan kesinambungan.
Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan
mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.
Produsen sangat mebutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen

sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat

18 Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mencegah Praktik Bisnis Tidak Sehat (D.
Utomo & E. Rahayu, 2008).
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b)

terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen
sangat tergantung pada hasil produksi produsen (pelaku usaha).®

Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat saling menciptakan
hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai
dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhannya yang tidak terputus-putus.
Hubungan atara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses
produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut
merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempuyai akibat
hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun
hanya kepada pihak-pihak tertentu saja.

Hak tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu
sistem distribusi dan pemasaran produk arang guna mencapai suatu tingkat
produktifitas dan ektivitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen

prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam Undang- undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu
bertanggung jawab (presumption of liability principle). Prinsip ini merupakan salah
satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalah- an dengan beban
pembuktian terbalik. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa secara
keseluruhan, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggung
jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu pertama prinsip

tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah lalai atau produsen sudah dianggap

19 Husni Syawali dan Neni Sri Imayanti, Ed, him 36
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bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (presumption of
negligence) dan kedua adalah prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban
pembuktian terbalik (presumption of liability principle).

Jelas, bahwa kontruksi hukum yang demikian menggambarkan adanya
kemajuan dari sistem tanggung jawab sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya
menganut prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana yang secara tegas
dirumuskan dalam beberapa hukum positif dinegara lain. Hal ini tergambar pula
dalam pendapat akhir ketika memberikan persetujuan terhadap Rancangan tentang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Dalam undang-undang ini,
dimasukkan pasal yang memungkinkan adanya pembuktian terbalik baik dalam hal
pidana maupun perdata.

Hal ini merupakan suatu terobosan baru didunia hukum negara kita diera
reformasi."?° Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam
tingkat modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, suatu

langkah di belakang prinsip tanggung jawab mutlak.

20 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Proses Pembahasan Rancangan Tentang
Perlindungan Konsumen (Jakarta:Sekretariat Jendral DPR RI, 2001), him. 1146.
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yaitu salah satu tahapan yang dilakukan peneliti
agar dapat menghasilkan penelitian dan dikumpulkan dengan cara
menggali, mencatat, merumuskan, dan menganalisa hingga pada tahap
kesimpulan. Metode penelitian yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
A.  Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian
hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga
lebih meneliti hukum dalam masyarakat.?

Pendekatan yuridis empiris disebut juga penelitian lapangan
dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada, untuk mengetahui dan
menganalisis peristiwa secara langsung. karena peneliti melakukan
pengumpulan data-data informasi secara langsung ke lapangan.

Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan
menggunakan data-data yang diperoleh fakta lapangan. Tujuan dari
penelitian empiris ini adalah mengetahui fakta-fakta lapangan dan data-
data yang dibutuhkan. Setelah data dan fakta terkumpul barulah masalah
bisa teridentifikasi dan mencari metode mengenai penyelesaian

masalah.??

21 Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), him.20.
22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 16.
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Peneliti memilih pendekatan yuridis empiris karena peneliti
memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan kejadian nyata yang
dialami kemudian digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data
untuk mengetahui kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal
ini penyusun meneliti tentang persoalan Persoalan hukum dalam metode
pembayaran “COD cek dulu” pada platform markeplace shopee (studi
pada shopee express malang)Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
penelitian yuridis sosiologis karena peneliti melakukan analisis persoalan
hukum hukum
B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana penelitian
dilakukan atau dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti
di kantor shopee express malang di jalan Raya Ngijo No.1A,
Karangploso, Malang, Jawa Timur peneliti memilih lokasi tersebut
karena kantor spx karangploso ini merupakan pusat dari kedatangan
barang yang bertujuan alamat malang sekaligus gudang terbesar di
malang dan beberapa seller shopee yang ada di Kota Batu dengan kategori
penjual star seller dan star+
C. Sumber Data

Data merupakan segala informasi yang berhubungan dengan
persoalan dalam suatu penelitian yang kemudian dijadikan dan diolah

untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar
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dalam analisa maupun pengambilan keputusan.? Dengan demikian,
peneliti memerlukan
bergai data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Data
yang dikumpulkan meliputi :
a) Data Primer
Sumber data utama atau sumber data primer yang dimaksudkan
Lofland adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan
gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau sumber utama
dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data
utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau
diwawancarai. Dalam penelitian ini yaitu pihak Shopee, pelaku usaha
online di Shopee, Konsumen, danKurir.
b) Data Sekunder
Sumber data tambahan atau sumber data sekunder adalah segala
bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto Meskipun
disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidakbisa diabaikan
dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi resmi,
buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, disertasi, dan peraturan perundang-

23 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Cikarang:
Grasindo,2010),5
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undangan. undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Selanjutnya disebut
KUHPerdata

b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai
hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau pendapat-
pendapat para sarjana, artikel dari internet, file elektronik, website, buku-
buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia,

kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

24 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), him.45.
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D. Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data untuk melengkapi data guna
pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur pengumpulan data
yang terdiri dari :

a. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi atau data
dengan dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang
bersangkutan dalam penelitian ini.?> Pihak-pihak disebut sebagai
responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden antara lain:

1) Pihak Shopee yaitu admin jasa dari kantor spx malang
2) Pelaku Usaha ada 5 seller yaitu : agrogarden.id, Bunga Kota Batu
87, Mahkota Bunga, Zaco.id, dan kayu nusantara.
3) Konsumen sebanyak 5 orang
4)  Kurir sebanyak 4 orang
Sesuai dengan prosedur peneliti melakukan wawancara di kantor
Shopee Express Malang dengan mewawancarai salah satu admin jasa
Kirim dan juga petugas kirim paket atau kurir
Untuk pelaku usaha peneliti melakukan wawancara pada 5 toko
dengan kategori Star Seller : agrogarden.id, Bunga Kota Batu 87,
Mahkota Bunga, Zaco.id, dan kayu nusantara.
b. Dokumentasi merupakan Metode yang digunakan untuk
memperoleh data melalui pengumpulan data, gambar maupun catatan

secara sistematik terhadap permasalahan yang diteliti.

25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 106.
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E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Aalisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta
menyajikan data secara deskriptif. Pengolahan data penelitian dilakukan
melalui tahap-tahap, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan
kesimpulan.

a. Editing

Tujuan dari editing ini untuk mengolah serta memperbaiki data
hasil observasi dan wawancara untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan,
kesesuaian serta relevansinya data yang telah terkumpul sehingga apabila
masih terdapat data yang kurang dapat segera diperbaiki atau dilengkapi.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil
wawancara terhadap pelaku usaha dan konsumen serta beberapa rujuan
yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.
b. Kilasifikasi Tahap

Klasifikasi pada pengolahan data merupakan proses
pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu untuk
memudahkan analisis dan interpretasi. Klasifikasi membantu peneliti
mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih terstruktur dan
mudah dikelola. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap
klasifikasi ialah identifikasi kategori atau kelas, pengelompokan data, dan

analisis klasifikasi.

33



c. Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi
yang telah didapat dari lapangan agar validitas dapat diakui dan
digunakan dalam penelitian. Tujuan utama verifikasi adalah untuk
memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar
mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini
penulis memverifikasi ulasan konsumen yang di posting melalui social
commerce dengan cara chat via personal message dan via chat whatsapp
. hal ini dilakukan guna untuk memastikan apakah ulasan tersebut benar-
benar sesuai denga napa yang dialami konsumen atau hanya mengada-
ada.

d.  Analisis data

Tahap ini dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir
penelitian.?® Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan
datayang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif
kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan
menguraikan,menjelaskan dan  menggambarkan  sesuai  dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara

% Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), him.45.
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sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang
dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan
metode analisis kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara
deduktif induktif.?” Deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum
untuk menilai data yang bersifat khusus.

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran daftar
pustaka, pada bagian ini memuat seluruh sumber kepustakaan yang
berupa buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan peraturan yang
digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi.

e. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang
merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat
kesimpulan atas keseluruhan data yang telah diperoleh dari segala kegiatan
penelitian yang telah dilakukan serta memiliki tujuan menarik jawaban dari
penelitian yang dilakukan dengan bentuk yang mudah dipahami atas

permasalahan yang diteliti.

27 Gaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perusahaan dan Metode Pembayaran COD Cek Dulu Pada Platform
Marketplace Shopee

Shopee didirikan di Singapura pada Februari 2015 sebagai
marketplace berbasis perangkat mobile yang memungkinkan penggunanya
menjelajah, berbelanja, dan menjual produk dengan dukungan sistem
logistik dan pembayaran yang terintegrasi, serta dirancang untuk
beroperasi dengan aset fisik yang minim.2®

Shopee hadir dengan visi untuk menjadi platform mobile
marketplace terdepan di Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya. Adapun
misinya adalah mengembangkan ekosistem perdagangan yang aman,
mudah, dan menyenangkan bagi penjual maupun pembeli, sekaligus
mendorong tumbuhnya kewirausahaan digital di kalangan pelaku usaha
kecil dan menengah (UMKM).

Profil Shopee Express Malang sebagai obyek penelitian, PT
Shopee Express Malang beralamatkan di JI. Raya Ngijo Karangploso
No.la, Kendalsari, Ngijo, Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa
Timur 65152. Dengan berbagai macam layanan yang ditawarkan
diantaranya:

a. SPX Standard

28 Ginee.com. Sejarah Shopee di Indonesia: Marketplace Sukses di Tanah Air. Diakses dari
https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/
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SPX Standard adalah layanan untuk pengiriman reguler yang mendukung
pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan waktu
pengiriman 2-7 hari kerja, tergantung pada daerah tujuan pengiriman.
b. SPX Sameday
SPX Sameday adalah layanan untuk pengiriman yang akan sampai pada
hari yang sama dengan jarak pengantaran maks. hingga 100 km untuk
Penjual Dikelola Shopee dan maks. hingga 40 km SPX Instant
SPX Instant adalah layanan yang menawarkan pengiriman dan layanan
langsung (instant) untuk pengiriman maks. 2 jam dari pick up. Tipe
layanan ini hanya dapat digunakan untuk Penjual terpilih yang termasuk
dalam jangkauan lokasi SPX Instant.
c. SPX Hemat
SPX Hemat adalah layanan untuk pengiriman dengan ongkos kirim yang
lebih ekonomis dibandingkan dengan layanan pengiriman SPX Express
lainnya.
d. SPX Ambil di Tempat
SPX Ambil di Tempat adalah layanan untuk pengiriman di mana Pembeli
dapat mengambil paket secara langsung di lokasi SPX Express Point atau
Agen SPX Express dengan ongkos kirim yang lebih hemat.
Metode Pembayaran “COD Cek Dulu” adalah mekanisme di mana Pembeli
dengan metode pembayaran ini diperbolehkan untuk membuka paket sebelum
membayar kurir dan melakukan pengembalian di tempat ke kurir jika tidak sesuali

deskripsi/foto produk.
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Per 16 Mei 2023, program ‘COD Cek Dulu’’berlaku kepada
Pembeli di seluruh area Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan,
serta menggunakan metode pembayaran “COD Cek Dulu” dan jasa kirim
SPX Hemat, SPX Sameday (Penjual Dikelola Shopee), atau SPX
Standard. Program “COD Cek Dulu” akan secara otomatis berlaku untuk:
Penjual yang mengaktifkan metode pembayaran COD, Penjual
yang mengaktifkan jasa kirim SPX Hemat, SPX Sameday (Penjual
Dikelola Shopee), atau SPX Standard Penjual tidak memiliki pilihan
untuk tidak mengaktifkan program “COD Cek Dulu” .Pembeli
diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar dan
mengembalikannya ke Kkurir apabila pesanan tidak sesuai dengan
deskripsi/foto. Dengan syarat :

a) Pembeli harus bersedia untuk membuka paket di depan kurir dan
bersedia untuk direkam (tanpa wajah) selama melakukan
pengecekan barang. Jika Pembeli tidak bersedia direkam, Pembeli
harus membayar COD seperti biasa dan tidak dapat mengikuti
program “COD Cek Dulu” (tidak dapat mengembalikan paket ke
Kurir).

b) Pembeli harus mengembalikan semua produk dalam satu paket
Kiriman meskipun hanya salah satu produk yang tidak sesuai
dengan deskripsi produk tersebut (contoh: Pembeli menerima 3
potong baju di mana 1 baju rusak. Pembeli harus mengembalikan

SEMUA baju sekaligus).
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c) Apabila Pembeli ingin mengembalikan salah 1 (satu) produk saja,
Pembeli dapat mengajukan pengembalian seperti biasa melalui
aplikasi Shopee atau situs Shopee di halaman Rincian Pesanan.
B. Persoalan — persoalan yang muncul dan penyelesaiannya dalam
transaksi dalam metode pembayaran COD Cek Dulu Pada Platform
Marketplace Shopee
Berikut hasil wawancara dengan staff dan kurir shopee “COD cek
dulu” atas persoalan-persoalan:
Meskipun menawarkan kemudahan bagi konsumen, ada beberapa
persoalan yang sering muncul terkait dengan sistem ini. Berikut adalah

beberapa hal yang umum terjadi:

o

Ketidakpastian Pembayaran Masalah: Konsumen sering kali membatalkan
pesanan saat barang sudah sampai, yang menyebabkan kerugian bagi
penjual.

b. Pengiriman yang Tidak Tepat Waktu Masalah: Pengiriman barang tidak
sesuai dengan waktu yang dijanjikan dapat mengakibatkan ketidakpuasan
pelanggan.

c. Kondisi Barang Saat Diterima Masalah: Barang sering kali sampai dalam
kondisi rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi.

d. Biaya Pengembalian Masalah: Proses pengembalian barang bisa menjadi
rumit dan mahal, terutama jika barang tidak sesuai harapan.

e. Keamanan Transaks Masalah: Risiko penipuan atau pencurian saat

melakukan transaksi COD.
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f. Keterbatasan Jangkauan Masalah: Tidak semua daerah dapat dijangkau
oleh layanan COD, membatasi potensi pasar.

Solusi dari permasalahan diatas pihak shopee menawarkan alternatif
penyelesaian dengan harus mematuhi berbagai persyaratan dan bukti yang
mendukung.

Segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang yang dikirim dengan
metode pembayaran “COD Cek Dulu” yang terjadi selama proses pengiriman akan
ditanggung 10x ongkos kirim atau senilai harga barang maks. Rp1.000.000,0leh
pihak shopee tergantung nominal terendah. Hal ini sangat merugikan konsumen
karena maksimal klaim yang diberikan shopee berapapu harga barang yang hilang
atau rusak hanya diganti dengan Rp. 1000,000; yang dapat di klaim dengan mengisi
Formulir Barang Rusak Saat Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima.

Data yang dibutuhkan untuk klaim perlindungan dari program “COD Cek
Dulu” Berikut data yang dibutuhkan:

a) No. pesanan
b) No. resi
c) Buktivideo untuk barang rusak saat dibuka oleh Penjual
d) Untuk bukti video, pastikan Penjual merekam:
e) Kemasan paket dari semua sisi (sebelum paket dibuka)
f) Kerusakan barang
Alur Pengembalian Barang oleh Pembeli
a. paket yang dikembalikan dari program “COD Cek Dulu” akan

dikembalikan langsung ke Penjual
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Paket yang dikembalikan akan dikirim ke 'Alamat Toko' yang sudah diatur
Penjual
waktu yang dibutuhkan dalam pengembalian paket “COD Cek Dulu”
kembali ke Penjual Jika terdapat pengembalian paket, maka paket akan
dikembalikan dan sampai ke Penjual dengan estimasi 2 hari kalender.
. Untuk paket yang dikembalikan dari program “COD Cek Dulu” akan
dikemas ulang sesuai saat barang diterima pembeli.
Jika saat pengembalian paket terdapat penukaran isi paket yang dikirim oleh
Penjual, maka bukti apa yang perlu disiapkan oleh Penjual saat mengajukan
klaim Penjual dapat menyertakan bukti video barang saat paket dibuka.
Selain bukti yang diberikan oleh Penjual, tim Shopee juga akan melakukan
investigasi lebih lanjut berdasarkan bukti video yang direkam oleh kurir
pada saat pembukaan paket oleh Pembeli dan bukti lainnyaJika paket “COD
Cek Dulu” hilang/rusak saat pengiriman, Anda dapat melakukan klaim COD
(Bayar di Tempat) sebesar 10X ongkos kirim atau senilai harga barang
maks. Rp1.000.000, tergantung nominal terendah melalui formulir Barang
Rusak Saat Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima. Pelajari lebih
lanjut mengenai Klaim Perlindungan untuk Metode Pembayaran COD
(Bayar di Tempat).
Sebagai upaya tambahan untuk mengurangi jumlah pengembalian,
Pembeli yang tidak dapat dihubungi, tidak melakukan pembayaran, atau

menolak paket hingga 3X berturut-turut dalam 30 hari kalender terakhir
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akan diblokir dari opsi metode pembayaran “COD Cek Dulu”. Akan tetapi
Pembeli akan langsung terblokir selama 60 hari kalender apabila:
Pembeli TIDAK mengikuti instruksi program “COD Cek Dulu”
(Contoh: membuka paket tidak sesuai instruksi, tidak mengembalikan
semua isi paket dalam 1 nomor resi, dan tidak bersedia direkam di depan

kurir), atau Pembeli merusak kemasan/isi paket saat membuka paket

C.  Perlindungan Penjual terhadap Pembeli COD (Bayar di Tempat)

Berdasarkan kajian yuridis normatif, penulis merumuskan dua jalur utama

yang dapat ditempuh penjual:

a) Jalur internal platform — mengajukan klaim kompensasi langsung kepada

Shopee sesuai mekanisme dan syarat yang telah disediakan platform tersebut.

b) Jalur litigasi perdata — jika kompensasi platform tidak menutup kerugian,

penjual dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap konsumen (dengan
bantuan data dari Shopee), berlandaskan Pasal 1234 KUH Perdata, diperkuat
Pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUH Perdata, serta pelanggaran Pasal 5 jo
Pasal 6 UUPK dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pembeli yang terbukti

wanprestasi, menurut penulis (merujuk pendapat M. Yahya Harahap), meliputi:

Pemblokiran akun Shopee atas laporan penjual.
Pembatalan perjanjian — perikatan yang dibuat secara ceroboh/wanprestasi
dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kewajiban ganti rugi biaya yang diderita penjual (Pasal 1234 KUH Perdata).
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« Kewajiban menanggung biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan
(Pasal 181 ayat (1) HIR).

Penulis menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada (KUH Perdata,
UUPK, dan UU ITE) pada dasarnya sudah memberi penjual hak atas ganti rugi dan
perlindungan dari konsumen yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian,
UUPK secara filosofis lebih berorientasi melindungi konsumen, sehingga posisi
pelaku usaha sebagai pihak yang juga bisa dirugikan belum mendapat porsi
pengaturan yang setara.

pemerintah Indonesia perlu menyusun payung hukum dan regulasi yang
lebih tegas dan spesifik untuk melindungi pelaku usaha dalam skema pembayaran
COD Cek Dulu, agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban yang adil antara
penjual dan pembeli dalam ekosistem e-commerce.Pembeli yang tidak dapat
dihubungi, tidak membayar, atau menolak paket hingga 2X dalam 60 hari kalender
terakhir akan diblokir dari opsi metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) selama
60 hari kalender setelah penolakan kedua.

Perlindungan untuk Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)
Pengiriman COD cek oleh pihak shopee hanya menyediakan jasa Kkirim SPX
Standard, SPX Hemat, Anteraja Reguler, Anteraja Economy, Jika terdapat kasus
barang COD (Bayar di Tempat) yang hilang atau rusak pada saat pengiriman (baik
dalam perjalanan ke Pembeli atau ke Penjual saat barang dikembalikan), pembeli
dapat melakukan pelaporan dengan mengisi Formulir Barang Rusak Saat

Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima. Anda dapat
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menerima klaim sebesar 10x ongkos kirim atau senilai harga barang maks.
Rp1.000.000, tergantung nominal terendah.

Berikut mekanisme klaim perlindungan untuk COD (Bayar di Tempat):?°

[l 1si formulir Kiaim untuk i
: proses pelaporan klaim ";"m (i Kaimdar ! ManotuskanKlaim Maks. 5 harl Kolender
[ (maks. 7"1" I"“"e;‘de' d°)" > dapat diproses/ditolak
Bl pengembalion barang! i
| Dota yang dibutuhkan: i
Barang hilang ;
+ No. pesanan
- No. resi
Sorng nck ‘
NGl I Menginformasikan Penjual _ ditolak
+ Bukti video untuk alasan pengajuan klaim -
barang rusak ditolak

(Pastikan untuk

merekan kemasan
paket dori semua
sisi sebelum paket
dibuka dan
kerusakan barang).

| Jika klaim
= [ DX Menginformasikan Penjual diterima
i

Kloln diirienkan ks e~ " TIBE proses pengiriman dana

Saldo Penjual ke Saldo Penjual

Gambar 4 1 proses pengembalian barang sumber : https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

ALASAN PENGEMBALIAN BARANG DAN DANA

Paket Tidak Produk Tidak Produk Cacat Produk Tidak
Sampai Sesuai Lengkap/Kosong

Gambar 4 2 alasan pengembalian barang sumber : https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

a) Paket Tidak Sampai
b) embeli tidak menerima paket yang dikirim oleh Penjual dikarenakan
kelalaian dari pihak jasa Kirim.

c) Produk Tidak Sesuai

29 Shopee.id. (2024). FAQ Program COD Cek Dulu.
https://seller.shopee.co.id/edu/article/16174#:~:text=COD%20Cek%20Dulu%20
adalah%20mekanisme, tidak%20sesuai%20deskripsi%2Ffoto%20produk. Diakses
Tanggal 11 Maret 2024
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Pembeli menerima produk yang tidak sesuai pesanan, seperti salah ukuran,
warna, atau jenis karena kelalaian Penjual.
d) Produk Cacat
Pembeli menerima produk dengan kondisi cacat karena kelalaian Penjual
atau pihak jasa kirim dalam proses pengemasan atau pada saat proses
pengiriman.
e) Produk Tidak Lengkap atau Kosong
Pembeli menerima produk yang tidak lengkap atau paket kosong karena
Penjual kurang teliti saat mengemas produk.
Jika kita menerima pengajuan pengembalian barang dan dana, cari tahu
alasan di balik pengajuan tersebut untuk mencapai kesepakatan terbaik dapat

mengajukan bantuan ke Shopee.

PILIHAN SOLUSI

] Pengembalian Dana
PENGEMBALIAN (Sebagian/Penuh) Pengembalian
Tanpa Pengembalian Barang & Dana
Barang
1. Tidak menerima 7 X
pesanan/produk

2. Produk yang
diterima tidak v 4
lengkap

3. Produk tidak sesuai
(salah ukuran, warna, v v
atau beda produk)

4. Produk cacat v v
5. Produk tidak
berfungsi dengan v v
baik

Gambar 4 3 pilihan solusi pengembalian barang : https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851
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Persiapan Sebelum Mengirimkan Produk

PERSIAPAN SEBELUM PENGIRIMAN PRODUK

Mengecek Kembali Mengemas Produk Menyimpan Foto/Video
Produk Sebelum dengan Optimal saat Produk Dikemas
Dikemas Sebelum Dikirim

gambar 4 4 persiapan sebelum mengirim produk sumber : https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail/851

a) Mengecek Kembali Produk Sebelum Dikemas
b) Menyimpan Foto/Video saat Barang Dikemas dan Sebelum Dikirim
Selanjutnya memproses Pengajuan Pengembalian Barang dan Dana

dengan Optimal

MEMPROSES PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG & DANA DENGAN OPTIMAL

g::;epﬁ':e::nbg:;z: Melakukan Diskusi Memberikan Bukti Memantau Produk Mengevaluasi Jasa Kirim
dan Tanggap dengan Pembeli yang Kuat yang Sering Digjukan yang Digunakan

gambar 4 5 memproses pengajuan pengembalian barang sumber :
https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

a. Merespons Pembatalan Pembeli dengan Cepat dan Tanggap

Shopee hanya memberikan waktu 3 hari untuk merespons pengajuan
Pembeli. Maka, Kkita harus merespons pengajuan pengembalian barang atau
dana dengan cepat dan tanggap.
b. Melakukan Diskusi dengan Pembeli

Lakukan diskusi terlebih dahulu dengan Pembeli jika Anda merasa

pengajuan pengembalian masih bisa didiskusikan. Namun, jika tidak
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menghasilkan kesepakatan setelah diskusi, Anda dapat mengajukan bantuan ke
Shopee.
c. Memberikan Bukti yang Kuat
Untuk memperkuat argumen, Anda dapat memberikan bukti yang kuat
jika ingin menolak pengajuan pengembalian barang dan dana serta
mempercepat proses penyelesaian masalah.
d. Memantau Produk yang Sering Diajukan
Ketahui produk mana yang sering mendapat pengajuan pengembalian
di Seller Centre pada menu Pesanan dan analisis penyebabnya. Jika alasan
paling umum adalah karena produk yang diterima tidak lengkap, maka Anda
perlu mengoptimalkan proses pengemasan produk agar pengajuan
pengembalian dapat diminimalisir dengan cara
¢) Mengevaluasi Jasa Kirim yang Digunakan
Apabila sering terjadi keluhan dari Pembeli mengenai barang yang
diterima, seperti barang yang cacat, tidak lengkap, atau tidak sampai, cari
tahu apakah hal tersebut terjadi karena kelalaian Anda atau pihak jasa kirim.
Jika ternyata keluhan datang dari barang yang dikirim dengan jasa Kirim

yang berbeda-beda, maka kemungkinan besar kelalaian
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GAMBARAN PROSES DAN WAKTU BANDING
UNTUK PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG/DANA

© DALAM SITUAS! SEPERTI APA SAYA DAPAT MENGA JUKAN BANDING?

{Jasa Kirim yang Tidak Didukung Shopes]

Anda tidek dapat mengajubon bandig Pembeli | Pemibel gogal melokukan
om0 hort hpander untuk melokkan pengirman pobet. pengermbolen
Fangeimon pesonn ket eotauon

gambar 4 6 urutan proses pengajuan banding sumber : https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

Mengajukan Banding untuk Permintaan Pengembalian Barang/Dana
Shopee oleh penjual Jika penjual tidak setuju dengan keputusan Shopee
mengembalikan dana kepada Pembeli, kita dapat mengajukan banding dalam
waktu 3 hari kerja setelah keputusan Kita tidak dapat mengajukan banding jika

alasan Pembeli tidak menerima pesanan.
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Dari hasil wawancara pada tanggal 4 april 2026 pada 5 seller yaitu Bunga

Kota Batu 87, Mahkota Bunga, Zaco.id, dan kayu nusantara. ada beberapa

kekurangan dari metode “COD cek dulu” diantaranya :

1.

Persaingan yang Ketat

"Banyaknya pelaku usaha online membuat persaingan semakin berat.
Sulit untuk membedakan diri dari kompetitor jika tidak punya keunikan
atau strategi marketing yang kuat."

Ketergantungan pada Teknologi dan Platform Pihak Ketiga

"Kami sangat tergantung pada platform seperti Instagram, Shopee, atau
Tokopedia. Kalau ada masalah teknis atau perubahan algoritma,
dampaknya langsung terasa pada penjualan.”

Kurangnya Interaksi Langsung dengan Konsumen Meskipun ada fitur
live

"Sulit membangun kepercayaan karena pelanggan tidak bisa melihat atau
mencoba produk secara langsung. Akibatnya, mereka ragu untuk
membeli, apalagi produk premium."

Risiko Penipuan dan Keamanan Data

"Transaksi online punya risiko penipuan. Kami harus ekstra hati-hati soal
keamanan data pelanggan dan transaksi."

Biaya Admin dan Promosi yang Terus Meningkat
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<« Rincian Penghasilan

Dana telah Dilepaskan

Dana telah dilepaskan
Tanggal Dana Dilepaskan: 11 Mei 2026

Subtotal Pesanan Rp87.000
Harga Produk Rp87.000
Subtotal Ongkos Kirim Rp0O
Ongkir Dibayar Pembeli RpO
Ongkos Kirim yang Dibayarkan ke Jasa Kirim -Rp17.000
Potongan Ongkos Kirim dari Shopee Rp17.000
Biaya Lainnya -Rp23.601
Biaya Administrasi @ -Rp8.700
Biaya Layanan @ -Rp10.440
Biaya Proses Pesanan @ -Rp1.250
Biaya Komisi AMS @ -Rp3.211
Total Penghasilan @ Rp63.399
Biaya Penyesuaian RpO
Penghasilan Akhir Rp63.399

gambar 4 7 contoh rincian penjualan setelah dipotong admin Shopee :
https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

& Iklan Shopee

Performa lklan Daftar Iklan

1 Minggu Terakhir (GMT+7) Semua Status g

Shop GMV Max

GMV Max Custom ROAS (Shop)
Rp50.000 Modal Harian
07/02/2026 sampai Tidak terbatas

Penjualan: Rp3,1JT Biaya lklan: Rp200RB

gambar 4 8 Biaya iklan Shopee sumber: https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

"Untuk menjangkau lebih banyak orang, kami harus rutin beriklan di
media sosial. Tapi biaya iklan makin tinggi dan hasilnya belum tentu
maksimal."

2. Logistik dan Pengiriman
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"Pengiriman sering jadi masalah, apalagi saat hari-hari besar.
Keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang membuat pelanggan

kecewa, padahal bukan  sepenuhnya  kesalahan  kami."

Dibatalkan

Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan

Batal: Pengiriman gagal
waktu dibatalkan: 4 Mei 2026 18:49

© Alamat Pengiriman

“““ jahid belok kiri rumah kedua dinding keramik
krem no 19 rt 01 rw 03, KOTA JAYAPURA,
JAYAPURA UTARA, PAPUA, ID, 99112

L& Status Pengiriman Lacak

SPX Hemat: SPXID066192263224
® Pesanan dikembalikan ke Agen / Penjual

Lihat Bukti Pengembalian Barang

5 Mei 2026 18:53

RpO

RpO

RpO
Lihat Rincian Penghasilan RpO
Biaya Penyesuaian Pesanan RpO
Penghasilan Akhir RpO

gambar 4 9 gambar contoh pengembalian barang ke penjual sumber :
https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

3. Sulitnya Membangun Loyalitas Pelanggan dan kurang bijaknya

penilaian pembeli
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& Dari Pembeli -
Semua Belum Dibalas

(= ] gelimad-pyant Membantu ¢
barang sesuai diskripsi
lumayan meski ada sebagian sudah
menguning
kecewa karna yg di kirim loem ada bunga/kuncup
bungax sedangkan d gambar ud berbunga

@ Tanaman Hias Wangi Arum Dalu kondisi sud...
025 10:00

Respon Penjual: lyaa kak ditunggu ya bunganya
itu udah ada kuncupnya ~
Memang mekarnya musiman

# l\) reang_89
-

Membantu ¢

Barang rusak

gambar 4 10 penilaian oleh pembeli sumber :
https://seller.shopee.co.id/edu/courseDetail /851

"Pelanggan online mudah pindah ke toko lain yang menawarkan harga
lebih murah. Jadi, loyalitas sangat sulit dibangun.™
Alasan umum pembeli melakukan pembatalan :
1. Barang Tidak Sesuai Pesanan
Warna, ukuran, atau jenis produk berbeda dari yang dipesan.
2. Produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi di toko.
3. Produk Rusak atau Cacat
Barang sampai dalam kondisi rusak, pecah, bocor, atau tidak berfungsi.
Kemasan terbuka, penyok, atau tidak layak.
4. Salah Kirim
Penjual salah kirim barang ke pembeli (produk bukan milik pembeli). Label

pengiriman tertukar dengan pembeli lain.
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10.

Terlalu Lama Dikirim
Barang sampai jauh dari estimasi waktu pengiriman.Pembeli sudah tidak
membutuhkan barangnya karena terlalu lama.
Pembeli Tidak Merasa Memesan
Terutama pada kasus COD (Cash on Delivery), pembeli bisa saja menolak
karena lupa atau tidak merasa pernah memesan. Bisa juga disebabkan oleh
pesanan dari orang lain di alamat yang sama.
Pembeli Tidak Bisa Dihubungi
Kurir tidak dapat menghubungi pembeli saat pengantaran, sehingga barang
dikembalikan ke penjual. Alamat tidak jelas atau salah input.
Pembeli Tidak Mau Bayar COD
Sering terjadi pada sistem COD, ketika pembeli berubah pikiran atau tidak
siap membayar.
Barang Terlihat Mencurigakan atau Tidak Aman
Barang terlihat dibuka sebelumnya, mencurigakan, atau tidak sesuai
ekspektasi (misalnya kemasan palsu, tidak tersegel).
Hasil wawancara mengenai kendala jualan di Shopee mengungkap
beberapa masalah yang dialami oleh penjual dan pembeli, antara lain:
Keterlambatan pengiriman dan komunikasi penjual: Pembeli sering
mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang. Jika penjual lambat
merespon chat, pembeli cenderung membatalkan pesanan atau mencari toko

lain. Beberapa pembeli bahkan mengambil inisiatif datang langsung ke
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ekspedisi jika barang sudah dalam proses pengiriman. Respons penjual yang
lambat menjadi salah satu kendala utama dalam transaksi di Shopee.

Persaingan harga yang ketat: Penjual mengalami kesulitan dalam
menetapkan harga karena harus bersaing dengan banyak toko yang
menawarkan harga lebih rendah. Hal ini membuat penjual terkadang harus
menekan harga jual agar tetap kompetitif, yang berpotensi menurunkan
margin keuntungan.

Masalah teknis pada sistem Shopee Food: Untuk penjual kuliner di
Shopee Food, kendala seperti notifikasi pesanan yang tidak bunyi dan
keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan pesanan tertunda atau
sistem harus ditutup sementara saat volume pesanan tinggi. Selain itu,
masalah sinyal dan pencarian driver saat cuaca buruk juga menjadi hambatan.
Kekhawatiran terhadap proteksi dan kualitas pengiriman barang:
Konsumen barang elektronik di Shopee menyatakan kekhawatiran tentang
keamanan pengemasan dan keaslian produk. Penundaan pengiriman juga
menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan terhadap
platform.

Masalah produk tidak sesuai deskripsi: Beberapa pembeli
mengeluhkan produk yang diterima berbeda warna, ukuran, atau kondisi dari
yang tertera di deskripsi. Namun, Shopee memiliki kebijakan pengembalian
barang untuk mengatasi masalah ini.

Perlindungan konsumen: Shopee menyediakan fitur pengembalian

produk dan garansi pembayaran yang menahan dana hingga barang diterima
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dengan baik oleh pembeli, sebagai upaya melindungi konsumen dari
kerugian.

Adanya kasus-kasus hukum dalam transaksi elektronik tersebut
mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi
konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK
mengatur sejumlah hak yang semestinya diperoleh konsumen serta tanggung
jawab yang seharusnya dijalankan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga
menerbitkan UUITE sebagai dasar patokan bagi para pihak untuk
menentukan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik serta upaya hukum
yang dapat ditempuh apabila hak konsumen tidak terpenuhi.®

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur masalah
perdagangan secara online, konsumen masih saja dalam posisi yang lemah.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan
karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak nya
yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk
meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengidahkan
kewajibankewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku

usaha.®!

30 Ella Alvina dan Paramita Prananingtyas,  Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Dalam

Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce”, NOTARIUS, VVolume 17 Nomor 1 (2024).
31 Silvony Kakoe,dkk “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui

Ganti

Rugi Sebagai Pidana Tambahan,” Jurnal Legalitas 13, no. 2 (2020): 115-128.
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D. Analisis Undang - Undang perlindungan konsumen terhadap
pembatalan sepihak dalam transaksi dalam metode pembayaran COD Cek
Dulu Pada Platform Marketplace Shopee

Berikut analisis mengenai perlindungan konsumen terhadap
pembatalan sepihak dalam transaksi COD "Cek Dulu™ di Shopee, disusun
berdasarkan kerangka UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) dan ketentuan KUHPerdata yang relevan.

COD Cek Dulu adalah inovasi pembayaran Shopee yang berbeda dari
COD konvensional: fitur ini memungkinkan konsumen membuka paket dan
memeriksa kesesuaian barang sebelum melakukan pembayaran. Bila barang
tidak sesuai foto atau deskripsi, pembeli dapat mengembalikan barang kepada
kurir, yang kemudian mengemas ulang sebelum dikirim balik ke penjual,

Skema ini sebenarnya dirancang untuk memperkuat posisi konsumen,
namun dalam praktiknya justru memunculkan persoalan baru terkait
pembatalan sepihak baik oleh konsumen terhadap penjual,

Pembatalan sepihak oleh konsumen (merugikan penjual) Ini adalah
persoalan yang paling banyak terjadi. Penolakan barang oleh pembeli tanpa
alasan jelas memicu retur otomatis yang merugikan penjual secara materiil
(ongkos kirim, kemasan) maupun imateriil (reputasi toko). Salah satu kajian
mencatat penjual aksesoris motor mengalami kerugian berulang akibat biaya
Kirim yang tinggi terutama ketika pembeli membatalkan setelah barang

dikirim, dan pembatalan ini terjadi karena pembeli tidak merasa terikat oleh
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proses transaksi, sehingga lebih mudah menghindar dari kewajiban setelah
barang diterima.

Dari sisi yuridis, penjual sebagai pelaku usaha sebenarnya tidak tanpa
perlindungan. Menurut salah satu penelitian, seller memiliki beberapa
alternatif hukum: menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi,
menuntut ganti rugi saja, atau meminta pembatalan perjanjian disertai ganti
rugi dari pembeli berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Namun secara empiris,
perlindungan platform terhadap pesanan COD masih kurang optimal dan
terdapat celah bagi konsumen untuk tidak bertanggung jawab, sehingga praktik
retur otomatis tetap terjadi. 3

Analisis Berdasarkan UUPK No. 8 tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 7
UUPK melindungi hak konsumen atas barang yang sesuai dan kompensasi atas
kerugian akibat kesalahan pelaku usaha. Bila penjual gagal memenuhi standar
ini  (mengirim barang rusak/tidak sesuai), konsumen dapat meminta
penggantian, dan Shopee sebagai penyedia platform harus bertindak
melindungi konsumen jika penjual terus-menerus melanggar.

Pasal 5 UUPK jo. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata — mengatur
konsekuensi wanprestasi  konsumen, termasuk pembayaran kerugian,
pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan biaya perkara, sehingga ketika
konsumen membatalkan secara sepihak tanpa dasar yang sah, hal tersebut

berpotensi dikategorikan sebagai wanprestasi. Journal of Case Report Archives

321 Implementasi Sistem Cash On Delivery (COD) Cek Dulu, Jurnal Progres, e-ISSN: 3046-5656; p-
ISSN: 3046-6172, him. 205-218, him. 1.
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Pasal 6 UUPK — mengatur hak pelaku usaha, termasuk hak menerima
pembayaran sesuai kesepakatan dan hak atas perlindungan dari tindakan
konsumen yang tidak beritikad baik. Dalam praktik COD Cek Dulu, kewajiban
penjual mencantumkan alamat dan nomor konsumen membuka celah
pemalsuan identitas, yang pada dasarnya bertentangan dengan perlindungan
hak ini bagi pelaku usaha.

Pasal 8 ayat (2) UUPK — melarang pelaku usaha memperdagangkan
barang rusak/cacat tanpa informasi lengkap; relevan ketika sengketa
pembatalan dipicu oleh ketidaksesuaian barang.

UUPK secara historis dirancang untuk melindungi konsumen sebagai
pihak yang dianggap lemah berhadapan dengan pelaku usaha. Namun dalam
konteks COD, posisi ini justru bisa terbalik — penjual (sebagai pelaku usaha
kecilUMKM di marketplace) menjadi pihak yang dirugikan oleh tindakan
konsumen yang tidak beritikad baik. Ini menciptakan kekosongan regulasi:
UUPK belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan pelaku usaha
terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dalam skema COD, sehingga
penjual harus bersandar pada ketentuan umum KUHPerdata tentang perjanjian
dan wanprestasi.

Jalur Penyelesaian Sengketa Ketika sengketa tidak terselesaikan
melalui mekanisme internal platform (fitur "Chat dengan CS", Garansi Shopee,

dsh.), para pihak baik konsumen maupun penjual dapat menempuh:
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Non-litigasi: mediasi atau pengajuan ke Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK).
Litigasi: gugatan perdata berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, yang
menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen-pelaku usaha dapat
ditempuh melalui pengadilan apabila upaya damai gagal. Menurut Pasal 4 UU
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU
Perlindungan Konsumen), antara lain®
a. Konsumen berhak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa;

b. Konsumen berhak untuk menetapkan barang/jasa terhadap nilai tukar,
kondisi atau jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha;

c. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan
jujur dari pelaku usaha terhadap suatu barang/jasa;

d. Konsumen berhak untuk didengar dalam hal menyampaikan pendapat,
kritik, maupun keluhan atas penggunaan barang/jasa;

e. Konsumen berhak untuk diberikan advokasi, perlindungan, maupun upaya
penyelesaian dalam hal adanya sengketa perlindungan konsumen;

f. Konsumen berhak atas pembinaan dan pendidikan untuk memahami lebih
mendalam mengenai kedudukan konsumen;

g. Konsumen berhak untuk dilayani secara tepat, tanpa adanya tindakan

diskriminatif dari pelaku usaha; serta

33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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h. Konsumen berhak atas kompensasi ganti kerugiaan, jika pada suatu
kondisi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
sebelumnya.

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban dari pembeli disebutkan dalam Pasal 5 UU
Perlindungan Konsumen antara lain
Konsumen wajib untuk membaca dan mengikuti segala petunjuk informasi serta
prosedur dalam penggunaan barang/jasa yang dibeli, sehingga hal tersebut dapat
menjamin keamanan dan keselamatan konsumen;
Konsumen berkewajiban untuk beritikad baik saat melakukan transaksi jual beli;
serta
Konsumen wajib melaksanakan pembayaran apabila barang/jasa yang menjadi
obyek transaksi telah diterima dan sesuai dengan perjanjian.
Kemudian terkait dengan hak penjual, diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan
Konsumen, antara lain
a) Penjual berhak untuk menerima hasil pembayaran yang sesuai terhadap
barang/jasa yang telah dilakukan pembelian oleh konsumen;
b) Penjual berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila dalam suatu
kondisi konsumen tidak beritikad baik saat melaksanakan transaksi jual beli;
c) Penjual berhak untuk membela diri secara patut jika terjadi sengketa
konsumen dan penjual; serta
d) Penjual berhak untuk dilakukan rehabilitasi nama baiknya, jika pada suatu
keadaan hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang

menjadi obyek jual beli.
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Sedangkan berkaitan dengan kewajiban penjual termuat dalam Pasal

7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu3*

a. Penjual wajib untuk menunjukkan dan mengedepankan itikad baik dalam
menjalankan usahanya;

b. Penjual wajib untuk memberikan segala informasi yang benar, jelas dan
jujur terhadap suatu barang/jasa yang dijual, serta berkewajiban juga
untuk memberikan penjelasan maupun prosedur penggunaan;

c. Penjual wajib untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal
kepada pembeli tanpa ada sikap diskriminatif;

d. Penjual wajib untuk menjaga mutu dan kualitas barang/jasa yang akan
dijual kepada calon pembeli;

e. Penjual wajib untuk memberikan jaminan garansi terhadap barang/jasa
yang dijual kepada pembeli; serta

f.  Penjual wajib memberikan kompensasi ganti rugi jika barang/jasa tidak
sesuai

g. dengan yang diperjanjikan dan merugikan pembeli.

a. Lebih lanjut, berkaitan dengan peranan pihak marketplace ialah
menyediakan media melalui aplikasi atau website untuk
mempertemukan penjual dengan pembeli. Mengenai hak dan
kewajiban dari marketplace dalam melaksanakan penyelenggaraan
sistem elektronik diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2019 tentang Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi

34 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan, (Malang: UMM Press, 2007), 4.
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Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019).% Pertama, perihal hak
dari marketplace sebenarnya tidak tertera jelas dan tegas dalam
peraturan tersebut. Namun, secara tersirat berkaitan dengan hak dari
marketplace sebagai penyelanggara elektronik tertuang dalam Pasal 2
ayat (5) huruf b. Hak yang dimaksudkan ialah:

Pengelola marketplace berhak untuk mengoperasikan platform dalam
hal untuk mendukung penawaran atau perdagangan barang/jasa yang
ditawarkan oleh penjual;

Pengelola marketplace berhak untuk mengoperasikan layanan berupa
transaksi keuangan;

Pengelola marketplace berhak untuk mengelola atau mengoperasikan
mekanisme terkait dengan menghubungkan komunikasi antara pembeli
dengan penjual; serta

Pengelola marketplace berhak untuk mengelola terkait dengan data
pribadi pengguna secara patut dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kedua, berkaitan dengan kewajiban dari marketplace sebagai

penyelenggara sistem dan transaksi elektronik memiliki beberapa

kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan oleh marketplace tertuang

dalam beberapa bagian pasal PP 71/2019 tersebut yang kemudian diperkuat

dengan aturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan

% Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik.

62



Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat (selanjutnya disebut PM Kominfo 5/2020). Kewajiban yang
diatur dalam peraturan tersebut terdiri dari poin inti, yaitu:®

a. Wajib melakukan pendaftaran kepada lembaga yang berwenang;

b. Wajib mengelola, menjalankan, dan mengoperasikan sistem
dan/atau transaksi elektronik sesuai dengan prosedur yang telah
diatur dalam PP 71/2019 tersebut;

c. Wajib melakukan perlindungan data pribadi pengguna marketplace;

d. Wajib untuk melakukan uji kelayakan sistem elektronik yang akan
digunakan.

Selanjutnya pihak yang terlibat dalam mekanisme COD pada
marketplace adalah penyedia jasa ekspedisi dan kurir. Penyedia jasa ekspedisi
dan kurir ini dapat dikatakan pihak yang utama dalam keberhasilannya
mekanisme COD pada marketplace di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan
karena mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga perlu
adanya pihak penyedia jasa ekspedisi dan kurir untuk melakukan pengantaran
atau menyalurkan barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli
melalui transaksi elektronik yang sebelumnya disediakan oleh pihak
marketplace.?’

Jasa ekspedisi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

dikenal dengan istilah hukum pengangkutan. Menurut Rayahu Hartini, hukum

3 peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Privat.
37 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Privat.
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pengangkutan dapat diartikan suatu kaidah atau dasar atas munculnya
perjanjian pengangkutan, baik barang atau orang dengan tempat tujuan
tertentu.®®

Dari pengertian yang diberikan oleh Rahayu Hartini tersebut, dapat
dilihat bahwa jasa ekspedisi memunculkan hak dan kewajiban bagi pihak
penyedia jasa ekspedisi maupun bagi pihak pengirim yang dalam hal ini ialah
penjual barang pada marketplace.

Kemudian, berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian
pengangkutan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Pasal 90 KUHD setidaknya secara garis
besar menjelaskan bahwa syarat sahnya perbuatan perjanjian antara jasa
ekspedisi dengan pengirim adalah didasarkan pada surat angkutan yang
tertulis.*

Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya
hubungan hukum pengangkutan bagi jasa ekspedisi dan pengirim tertuang
dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Pasal 186 sampai dengan Pasal 196
mengatur tentang hak dan kewajiban dari jasa ekspedisi.

Hak yang diatur secara garis besar adalah hak untuk menerima

pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat

38 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan, (Malang: UMM Press, 2007), 4.
39 Hermanto, Fahrul Budi. Tanggung jawalb hukum terhadap perusahaan kargo apabila terjadi
kerusakan barang. Diss. Wijaya Kusuma Surabaya University, 2021.
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dituntut jika terjadi keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga, seperti halnya
keadaan memaksa atau cacat dari produk barang itu sendiri. Sedangkan
kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran jika
jasa ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian
pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan asuransi
pada barang yang akan dikirim menuju tempat tertentu.

Selanjutnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pengirim atau
penjual pada mekanisme COD pada marketplace secara fundamental
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan mirip dengan hak juga
kewajiban yang telah didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban kurir bagi
penyedia jasa ekspedisi, pengaturan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan
perjanjian kerja antara kurir dengan penyedia jasa ekspedisi. Tidak adanya
aturan yang seragam, seperti halnya pengaturan pada pihak-pihak lain yang
terlibat dalam mekanisme COD pada marketplace ini memunculkan
ketidakadilan ataupun ketidakpastian.

Oleh karena itu perlu diperhatikan penyeragaman aturan tersebut untuk
menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam mekanisme

COD pada marketplace di Indonesia, khusus bagi pihak yang rentan yaitu kurir.
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wanprestasi juga bisa dinikmati sebagai komitmen yang tidak tepat,
atau diselesaikan secara tidak tepat atau tidak dilakukan dengan cara apapun.
Akibat hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi*®, yakni:

a) Akun Shopee konsumen akan dilaporkan penjual sehingga menyebabkan
akun itu dibekukan;

b) Perjanjian yang dibatalkan yang terjadi karena pembeli yang ceroboh atau
wanprestasi tidak sah dan batal demi hukum;

c) Dalam Pasal 1234 KUHPerdata kerugian berupa biaya yang diderita oleh
penjual maka pembeli diwajibkan untuk membayar kerugian;

d) Pasal 181 ayat (1) HIR pembeli wajib untuk menanggung biaya perkara jika
nanti sampai diperkarakan di pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan
pembeli*t

Dengan demikian, Gugatan yang diajukan dapat didasari bahwa
konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1234
KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (agreement) dan dengan
diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUHPer. Serta
pelanggaran pada UUPK Pasal 5 Jo Pasal 6 serta Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Penjual selaku pelaku usaha juga diberikan kesempatan untuk
mengajukan keluhan pada marketplace terkait yaitu Shopee Rekomendasi

untuk Perlindungan Hukumn Peningkatan Regulasi: Diperlukan peraturan

40Yudana, i. G. & Budhiarta, I. N. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui
Sistem Cash On Delivery Pada MARKETPLACE. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 3, 382-383.

41 | estari & Ega R.(2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Yang
Dilakukan Oleh Konsumen Shuttlecock Claudia. (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang).
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yang lebih jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban penjual dalam transaksi
COD, termasuk sanksi bagi konsumen yang melakukan wanprestasi.

Sosialisasi dan Edukasi: Penjual perlu diberikan edukasi mengenai hak-
hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari risiko kerugian akibat
transaksi COD.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Pengembangan mekanisme
penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien antara penjual dan pembeli dapat
membantu mengurangi kerugian bagi penjual.

Perlindungan Hukum Melalui Platform E-commerce: Platform e-
commerce seperti Shopee atau Tokopedia harus memiliki kebijakan yang
mendukung perlindungan penjual, termasuk tindakan tegas terhadap konsumen
yang beritikad tidak baik*?

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum
bagi penjual dalam sistem pembayaran COD dapat meningkat, menciptakan

ekosistem e-commerce yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Analisis Fatwa DSN MUI NOMOR 112/ DSN - MUI /2017 terhadap
pembatalan sepihak dalam transaksi dalam metode pembayaran COD
Cek Dulu Pada Platform Marketplace Shopee

Analisis Pembatalan Sepihak COD "Cek Dulu" Shopee dalam

Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XI1/2021

42 Nafa Sofiyana Reza.” Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online
Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia” ”(Undergraduate
thesis, Universitas Islam Negeri NEGERI WALISONGO, 2020),
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COD Cek Dulu adalah fitur pembayaran di Shopee yang
memungkinkan pembeli membuka paket terlebih dahulu sebelum membayar
ke kurir, sehingga jika barang tidak sesuai dengan foto/deskripsi produk dari
penjual, pembeli bisa langsung mengembalikan barang kepada kurir tanpa
harus membayar. Secara desain, fitur ini memang dibuat untuk memberi
"jaminan lihat dulu™ kepada pembeli sebelum akad pembayaran final terjadi.
Shopee

Masalahnya, dalam praktik di lapangan sering terjadi pembatalan
sepihak baik oleh pembeli (menolak/tidak merespons kurir tanpa alasan jelas
terkait cacat barang), oleh penjual, atau oleh sistem Shopee yang prosedurnya
tidak dijalankan sesuai SOP. Riset lapangan menemukan bahwa kurir tidak
melaksanakan prosedur pelayanan COD Cek Dulu secara lengkap sesuai syarat
dan ketentuan yang berlaku.*®

Beberapa ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 144/2021 ini relevan

untuk menilai persoalan pembatalan sepihak:

a. Hak Khiyar

Fatwa secara eksplisit mengatur hak khiyar sebagai hak pembeli untuk
meneruskan atau membatalkan transaksi dengan alasan barang yang diterima
tidak sesuai dengan deskripsi saat akad. Ini ditegaskan juga oleh MUI bahwa
pembeli diberikan hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan transaksi apabila

barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi saat akad, dan jika terjadi

43 Vellika Anggy Alfiana, Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam
Terhadap Praktik COD Cek Dulu pada Marketplace Shopee di Kecamatan Patikraja (Skripsi, UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto),
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kerusakan akibat kelalaian penyedia jasa ekspedisi, maka pihak ekspedisi wajib
bertanggung jawab. 44

Poin penting: hak khiyar dalam fatwa ini bersyarat — sah digunakan
hanya jika ada alasan ketidaksesuaian barang (cacat, salah kirim, tidak sesuai
foto/deskripsi). Ini sejalan dengan konsep khiyar ‘aib (hak batal karena cacat)
dan khiyar ru'yah (hak batal karena belum melihat barang) dalam figh klasik
bukan hak membatalkan tanpa sebab setelah akad sempurna.

b. Akad Jual Beli yang Mengikat (Lazim)

Fatwa mensyaratkan akad ijab dan gabul dalam jual beli online harus
dilakukan dalam satu majelis akad, baik secara fisik maupun elektronik, dan
penjual wajib menjelaskan dengan jelas dan jujur barang/jasa yang dijual,
harga, ongkos kirim, serta waktu pengiriman. Begitu ijab-gabul terjadi (saat
checkout) dan tidak ada cacat/ketidaksesuaian, akad bersifat lazim (mengikat)
— pembatalan setelah titik ini, tanpa alasan syar'i, berpotensi melanggar
prinsip al-'ahdu (memenuhi janji/akad) dan menimbulkan kerugian (dharar)
sepihak terhadap penjual. MUIMUI

c. Penyelesaian Sengketa

Fatwa mengarahkan bahwa jika terjadi perselisihan dalam transaksi

online, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah, dan bila tidak tercapai

dapat diselesaikan melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama.

44 Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI," ResearchGate,
dikutip dari ketentuan umum nomor 24 Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang
definisi hak khiyar,
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Secara desain, COD Cek Dulu justru sangat dekat dengan ruh syariah
karena meminimalkan gharar (pembeli tidak harus membayar barang yang
belum dilihat) — ini sebenarnya solusi yang lebih syar'i dibanding COD biasa.

Masalah pembatalan sepihak yang merugikan biasanya muncul dari gap
implementasi, bukan dari cacat konsep, yaitu:

a) SOP tidak dijalankan kurir secara lengkap (pembeli tidak benar-benar
diberi kesempatan cek barang sesuai prosedur);

b) Tidak ada standar baku "alasan yang sah" untuk membatalkan via sistem,
sehingga rawan disalahgunakan pembeli maupun keputusan sepihak
sistem;

¢) Minimnya transparansi kompensasi bagi penjual/kurir saat pembatalan
terjadi di luar kategori cacat barang.

Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad
baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad haqiqgi) atau dihadiri secara hukum
(majlis akad hukrni); pihak-pihak menerima dan memaharni persetujuan melalui
tulisan (antara lain short message service [SMS], WhatsApp [WA], dan Surat
Elekronik email) dalam jaringan.

1. Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan
akad jual-beli dalam hil mabi' yang diterimanya tidak sesuai dengan
penjelasan sebelumnya.

2. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang
dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad

tersebut tidak cacat.
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3. Ghisy adalah salah satu bentuk tadlis; vyaitu pedagang
menjelaskan/memaparkan keunggulanl keistimewaan barang yang dljual
serta menyembunyikan kecacatannya.

4. Najsy/Tanajusy adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh
pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan
banyak pihak yang berminat membelinya.

Khiyar: Dalam praktik COD, terdapat klausul khiyar (hak untuk
memilih) yang memungkinkan pembeli untuk menolak pembayaran jika
barang tidak sesuai dengan deskripsi. Namun, pembeli juga diharapkan untuk
bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan hak ini**Ketentuan
HukumTransaksi dengan menggunakan Platform Online Shop boleh dilakukan
dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Karakteristik OnlineShop :

a. Pedagang menawarkan barang dan/ataujasa kepada Pelanggan tanpa
perantara baasith

b. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui
Platform Online Shopee

c. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa
yang ditawarkan.

Ketentuan Online Shop :

a) Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli;

4 Ma’rifah, Nazilatul (2021) Analisis fatwa Dsn-Mui No. 110/DSN-MUI/1X/2017 terhadap akad
khiyar dalam jual beli online sistem Cod di toko online Shop Vy. Shopcollection. Undergraduate
thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya
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b)

d)

9)

Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan

obyek akad secara syariah dan peraturan perundangundangan yang

berlaku;

Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang

sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ankra lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di

Gerai Retail;

Dalam hal Mabi' berupa barang fisik, serah-tenma Mabi' dapat

dilalcukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh

menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi;

Dalam hal pengiriman Mabi' menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi,

dilalrukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual

atau Pembeli (sesuai kesepakatan);

Dalam hal Mabi' yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi

yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak .Khiyar;

Dalam hal Mabi ' rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (a/- tagshir)

atau melampaui batas {al+a'addi) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa

Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi'tersebut.

Mekanisme Online Shop

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jam serla nominal harganya
kepada Pelanggan melalui Platform Online Shop;

2. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan

harga yang disepakati;
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3. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara
yarug sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang
elektronik, atau tunai di Gerai Retail;

Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual :

a. mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupul tidak
langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal Mabi
'berupa barang; dan

b. mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi),
dalam hal Mabi'berupa jasa. Penyedia Jasa Ekspedisi atas narna
Pegiual, mengirim barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada
Pembeli.

Di dalam praktik jual beli menggunakan jasa rekening bersama salah
satunya melalui Marketplace Shopee mekanisme operasionalnya menggunakan
akad ijarah. Pada dasarnya rekening bersama sebagai pihak ketiga yang menjamin
keamanan transaksi antara penjual dan pembeli adalah Marketplace Shopee itu
sendiri. Akad menjadi salah satu tolak ukur terpenting dalam suatu perjanjian, jika
salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad menjadi rusak. Menurut
ketentuan shighat akad ijarah pada fatwa DSN MUI NOMOR 112/ DSN-
MUI/IX/2017 tentang ijarah pada bagian ketiga (3) akad harus dinyatakan secara
tegas dan jelas serta dimengerti oleh Mu’jir/Ajir dan Musta’jir. Akad ijarah boleh

dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat
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dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pada praktiknya shighat dalam transaksi jual beli menggunakan jasa
rekening bersama pada Marketplace Shopee dilakukan secara elektronik dan
tertulis. Dalam hal ini

pihak Marketplace Shopee pun sudah secara jelas menyebutkan mengenai
ketentuan layanan yang harus dipatuhi pengguna ketika memilih menggunakan jasa
rekening bersama untuk menjamin proses transaksi jual beli.

Menurut jenisnya penggunaan rekening bersama pada transaksi jual beli di
Marketplace Shopee tergolong dalam ijarah bil ‘amal yaitu akad sewa atas
jasa/pekerjaan orang. Dalam hal ini yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli
(Musta’jir) dan pihak rekening bersama yang merupakan Marketplace Shopee itu
sendiri (Ajir). Penjual membayar biaya admin/ujrah atas jasa penggunaan rekening
bersama kepada Marketplace Shopee, hal ini menjadi salah satu faktor perbedaan
harga barang di store dan barang yang dijual melalui Marketplace Shopee.

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang ljarah*® dengan
kategori khusus dan 2% selain produk kategori khusus. Biaya admin final yang
dikenakan pada penjual Shopee Mall adalah 1%, 2%, 3%, 5% sampai sekarang
menyentuh 22 % dari total harga produk. Besarnya % biaya admin final berbeda
sesuai dengan sub kategori produk yang dijual. Biaya admin dikenakan disetiap satu

kali transaksi pembelian barang.

46 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN- MUI/X1/2017 tentang
Akad Jual Beli
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Pengambilan ujrah dilakukan secara otomatis sebelum uang masuk ke saldo
penjual, pihak Marketplace Shopee menahan sementara uang dari transaksi jual beli
dan akan memotong biaya admin ketika barang sudah terkonfirmasi diterima oleh

pembeli. Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan Ibn Majah dari lbnu Umar:

S Q) gl et S G 5 e o e Gl B S k)
Ul cangdboe 85 o il Gl (e O o o 08 06 0y O (o d e oy ™ 1kl ¥ 4341

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa menyewa
terutama memakai jasa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau
pembayaran harus sesegera mungkin diberikan tidak diperboleh menunda-nunda.

Berdasarkan hasil wawancara penjual merasa banyak manfaat yang
diberikan shopee tetapi juga masih banyak kekurangan yang tentu merugikan pihak
penjual diantaranya pembatalan sepihak oleh pembeli, penilaian produk oleh

pembeli yang tidak obyektif
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian ini ada
beberapa persoalan yang mucul dalam transaksi di Shopee dengan metode pembayaran
“COD cek dulu” seperti: banyaknya pembeli yang mengembalikan barang pesanan,
paket ditolak oleh pembeli tanpa alasan yang jelas, sistem ini masih memiliki
kelemahan dalam aspek transparansi dan perlindungan konsumen. Salah satu
permasalahan utama yang dialami oleh penjual yang telah peneliti wawancarai adalah
kurangnya informasi yang jelas mengenai alasan pembeli melakukan penolakan paket
padahal barang sudah sesuai, kurangnya kesadaran pembeli untuk membaca deskripsi
produk terlebih dahulu, yang berpotensi merugikan penjual. Ketika terjadi sengketa,
pihak shopee cenderung memenangkan pihak penjual ketika mengajukan banding
pada fitur ajukan banding yang disediakan shopee dan banyak pembeli yang enggan
bertanggung jawab dengan memberikan penilaian bintang satu yang dapat
menjatuhkan performa toko penjual, hal menunjukkan lemahnya perlindungan penjual
dalam transaksi ini.

UUPK No. 8/1999 memberikan kerangka normatif yang memadai untuk
melindungi konsumen dari wanprestasi penjual (barang tidak sesuai, pembatalan
sepihak oleh sistem/Shopee), tetapi belum cukup spesifik mengatur perlindungan
pelaku usaha dari pembatalan sepihak oleh konsumen dalam skema COD Cek Dulu
Penyelesaian saat ini lebih banyak bersandar pada ketentuan umum KUHPerdata

(wanprestasi, ganti rugi) dan kebijakan internal platform (pemblokiran akun, fitur
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retur), bukan pada pasal UUPK yang dirancang khusus untuk transaksi elektronik
berbasis COD.

Diperlukan penguatan regulasi turunan (baik dari pemerintah maupun
kebijakan internal Shopee) yang secara spesifik mengatur kewajiban itikad baik
konsumen dalam transaksi COD, mekanisme verifikasi identitas pembeli, serta sanksi
yang lebih tegas dan konsisten terhadap pembatalan sepihak — agar perlindungan
hukum berjalan seimbang bagi kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha), bukan
hanya berat ke salah satu sisiTerkait hak pembeli seharusnya mengikuti hak-hak yang
telah diberikan

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 Pembatalan karena
ketidaksesuaian barang, penggunaan hak Kkhiyar yang sah dan sesuai
syariah.Pembatalan sepihak tanpa alasan syar'i setelah akad sempurna berpotensi
melanggar prinsip kemengikatan akad (lazim al-'aqd), menimbulkan kerugian sepihak,
dan bertentangan dengan asas keadilan & kerelaan (an-taradin) yang menjadi fondasi
fatwa ini.

Penyelesaian idealnya musyawarah, dan bila buntu, melalui jalur yang fatwa
sarankan (Basyarnas/Pengadilan Agama untuk dimensi syariahnya, atau UU

Perlindungan Konsumen untuk dimensi hukum positifnya).

77



B. SARAN

Shopee seharusnya berperan aktif dalam melindungi penjual pada jual beli
dengan memberikan peraturan yang jelas atas pembatalan sepihak agar mereka
lebih memahami aturan hukum yang berlaku. Selain itu, edukasi kepada konsumen
juga penting dilakukan agar mereka mengetahui hak-haknya saat bertransaksi
secara online, sehingga dapat meminimalisai risiko kerugian akibat praktik jual beli
yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tema serupa, disarankan
untuk memperluas dan mengembangkan penelitian dengan meneliti tingkat lanjut
dengan lebih mendalam khusus nya perlindungan hukum pada penjual di
marketplace agar konsumen dan penjual mengetahui dan memahami hak-haknya

dalam transaksi di shopee khususnya metode pembayaran “COD Cek Dulu”
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LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara untuk Penjual Shopee tentang Kendala Jualan:

1.

2.

3.

10.

11.

Sudah berapa lama Anda berjualan melalui marketplace Shopee?
Apa alasan Anda memilih Shopee sebagai media penjualan?
Apakah Anda mengalami kendala dalam proses pengiriman
produk, seperti keterlambatan atau kerusakan barang saat
pengiriman?

Bagaimana cara Anda menyikapi pembeli yang melakukan
komplain dan pembatalan terkait produk atau pengiriman?
Apakah pihak Shopee sudah adil dalam menyelesaikan
permasalahan pengembalian barang?

Apakah semua proses transaksi di toko Anda berjalan secara
lancar setelah mengaktifkan fitur COD Cek Dulu?

Apakah Anda pernah menemukan pembeli yang melakukan
kecurangan?

Bagaimana Anda merespon komplain pembeli ?

Bagaimana Anda menangani situasi ketika pembeli ingin
mengembalikan atau menukar produk padahal produk sudah
sesuai?

Apakah Anda pernah mengalami kendala teknis dalam
menggunakan fitur-fitur Shopee untuk berjualan?

Apakah Anda pernah sudah merasa mendapatkan perlindungan

dari pihak Shopee dalam mengatasi masalah penjualan?
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& Rincian Pengembalian @

Q Ongkir Ditanggung Shopee

(~) Dana Dikembalikan ke Pembeli
Pembeli telah membatalkan pesanan dan paket telah @

dikembalikan ke alamatmu.

© Alamat pengembalian

Alasan Pengembalian

Semua pesanan tidak sampai

' maidinalela

%

Peace Lily sudah Berbunga - Tanaman Pe...

Dibatalkan

Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan

B Batal: Pengiriman gagal
waktu dibatalkan; 4 Mei 2026 18:49

Alamat Pengiriman
Grrekes

srsrragg
SALIN

krem no 19 rt 01 rw 03, KOTA J

5 Status Pengiriman

5 Mei 2026 18:53

x2 ®
Rp18.480

Informasi Pembayaran
Total Pesanan

Subtotal Ongkos Kirim

Biaya Lainnya

TANAMAN HIAS CALATHEA SENTOSA - C...

x1 5 iR "
Lihat Rincian Penghasilan
Rp7.920
Biaya Penyesuaian Pesanan
A Tanaman Hias Anthurium berbunga Micke...
x1 % .
Penghasilan Akhir
fre— Rp17.600
Tanaman hias anthurium mickey merah ju...
— Penjualan Saya Q&
4 Dari Pembeli -
1 i iris Gag|
Semua Belum Dibalas
Perlu Direspon  Perlu Diskusi  Kirim Bukti  PerluD 7'
4chmad_Syarif
(= ] * Membantu & Dana Dikembalikan ke Pembeli

Desain: barang sesuai diskripsi

K jaran: lumayan meski ada sebagian sudah
menguning

kecewa karna yg di kirim loem ada bunga/kuncup
bungax sedangkan d gambar ud berbunga

20-10-2025 10:00

Respon Penjual: lyaa kak ditunggu ya bunganya
itu udah ada kuncupnya
Memang mekarnya musiman

Membantu ¢

9 r:ang_ag

Variasi: 33.000

Produk: Barang rusak

Tanaman Hias Wangi Arum Dalu kondisi sud...

TANAMAN LIDAH BUAYA - ALOEVERA - Li..
X2

Lihat 2 lainnya \v
Total 3 Produk: Rp38.475
Solusi: Pengembalian dana (sebagianfpenuh) tanpa

barang
Alasan: Semua barang tidak sampai

Rincian Pengembalian

Dana Dikembalikan ke Pembeli

Bibit jeruk purut Kondisi rimbun siap tanam
%5

Total 1 Produk: Rp12.078
Solusi: Pengembalian dana (sebagian/penuh) tanpa

Alasan: Barang sampai namun tidak lengkap

Rincian Pengembalian

Dana Dikembalikan ke Pembeli

m Bibit Tanaman Mangga gadung sudah ber...
x1
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#*+=++iahid belok kiri rumah kedua dinding keramik

JAYAPURA UTARA, PAPUA, ID, 99112

SPX Hemat: SPXID066192263224
o Pesanan dikembalikan ke Agen / Penjual
Lihat Bukti Pengembalian Barang

AYAPURA,

Lacak

RpO
RpO

RpO »
RpO

RpO

e

Rincian Penghasilan

Dana telah Dilepaskan
Dana telah dilepaskan
Tanggal Dana Dilepaskan: 11 Mei 2026

Subtotal Pesanan
Harga Produk

Subtotal Ongkos Kirim
Ongkir Dibayar Pembeli
Ongkos Kirim yang Dibayarkan ke Jasa Kirim

Potongan Ongkos Kirim dari Shopee
Biaya Lainnya

Biaya Administrasi @

Biaya Layanan @

Biaya Proses Pesanan @

Biaya Komisi AMS @

Total Penghasilan ®

Biaya Penyesuaian

Penghasilan Akhir

Rp87.000
Rp87.000

RpO

RpO
-Rp17.000
Rp17.000

-Rp23.601
-Rp8.700
-Rp10.440
-Rp1.250
-Rp3.211

Rp63.399

RpO

Rp63.399



& Iklan Shopee
Performa lklan Daftar lklan
1 Minggu Terakhir (GMT+7) Semua Status 3
PR °
- (
RpS
o7

Penjualan: Rp3,1JT Biaya |klan: Rp200RB

sampai Tidak terbatas

GAMBAR 51 WAWANCARA
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